putusan. Amandemen Pasal 27 Piagam PBB diharapkan dapat
memperluas saranan-sarana berikut cara-cara pemaksaan yang
diperlukan agar suatu negara dapat melaksanakan putusan
Mahkamah Internasional.

b. Pasal 12 ayat 1 Piagam PBB mengenai Majelis Umum tidak dapat
mengajukan rekomendasi mengenai suatu perselisihan jika tidak
dikehendaki langsung oleh Dewan Keamanan. Hal ini jelas akan
menghambat penyelesaian suatu perselisihan. Oleh karena itu,
dibutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan
Majelis Umum pada saat Dewan Keamanan gagal melaksanakan
fungsinya, juga mengenai kekuatan berlakunya Resolusi Majelis

Umum.
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